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WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR  24  TAHUN  2014 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 32 TAHUN 

2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang  Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan 

terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2012 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 

Hibah dan Bantuan Sosial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka 

perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3298); 

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
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5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang  

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540); 

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13); 

9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 

Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 

Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Probolinggo Nomor 23 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2012 Nomor 23); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 

WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

 

Pasal I 

Diantara BAB VII dan BAB VIII dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2012 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 

dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2012 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Probolinggo Nomor 23 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 23), 

disisipkan 1 (satu) bab baru mengenai standar operasional prosedur yaitu BAB VIIA berbunyi 

sebagai berikut : 
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BAB VIIA 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pasal 46A 

(1) Mekanisme pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan dalam 

standar operasional prosedur. 

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang 

pemberian Hibah berupa uang, Hibah berupa barang, Bantuan Sosial berupa uang, 

Bantuan Sosial berupa barang, Bantuan yang tidak dapat direncanakan dan 

pertanggungjawaban dan pelaporan. 

(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berturut-turut 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV , Lampiran V, 

Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII  yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 
Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 12 Agustus 2014 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

Hj. RUKMINI 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 14 Agustus 2014 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

H. JOHNY HARYANTO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN  2014  NOMOR  24 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

   

 

AGUS HARTADI 

NIP. 196608171992031016 


